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PEND A ll U L U A N  

Dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) disebutkan ·· Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ··• 

dalam prakteknya masih terdapat pengupahan yang tidak layak, jauh dari pemenuhan 

akan kebutuhan hidup minimum 

Buruh di Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah sckarang sebagai pekerJa 

untuk saat ini, merupakan suatu k<'lompok masyarakat yang paling le.nah posisinya. 

bukan semata-mata dampak dari kelcbihan tenaga kerja, alau pun kelemahan posisi 

sebagai dumpuk sampingan dari masa lalu yang tidnk 111cnguntungkai1 pekcrja di 

Indonesia Scbab pekerja pada "aktu itu dianggap sekclompol.. indi,idt yang dicap 

hanya dapat mcnuntut kenaikan upah tanpa didukung olch kemampuan yang 

produl..tif. 

Kclcmahan akan keduduknn pekerjn di masa lalu itu ata11 dalam masa Orde 

Lama, kemudian berlanjut dengan hak mogok dibapus atau tidak dibenarkan, hingga 

ketentuan mogok tersebut dihapus pada dekade tahun 1992. Setelah jatuhnya Orde 

Baru 111aka alam keterbukaan di Indonesia menghasilkan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 1entang Ketenagakerjaai1, dimana pada Pasal I butir 23 dikatakan '"Mogok 

kerja ad;1lt1h tindakan pekerjn/buruh yung direncanakan dan dilaksanakan secara 

bersama-sama dan/mau olch so:rikut pckcrjalscrikat huruh un1uk mcnghcntiknn atau 
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memperlambat pckerjaan". 

Mogok bcrarti pckcrja dan pengusaha terlibat dalam suatu pertikaian dan 

dalam aksi mogok itulah pckerja berunjuk rasa. Dan pemerintah melalui Departemen 

Tenaga Kerja dalam ketatalaksanaan fungsinya terlihat kurang perannya di dalam 

menangani masalah kctcnagakerjaan ini. Sehingga jika timbul suatu pcrmasalahan 

perselisihan perburuhan baru kepekaan Departemen Tenaga Kerja dijalankan, jelasnya 

bahwa peran Departemen Tenaga Kerja dalam masalah ketenagakcrjaan ini dirasakan 

lamban. '(etcntuan upah minimum yang tidak mcmenuhi kebutuhan hidup minimum 

itu yang jelas sekali menjadi keputusan Menteri Tenaga Kerja, baik sektoral maupun 

regional. masih banyak dilanggar tanpa ada sanksi bagi majikan yang melanggamya. 

Sd1ingga dalam hubungan terscbut di atas sering mtu1cul kasus-kasus 

perburuhan yang harus diselesaikan melalui perunan pemerintah yaitu Dcpartcmcn 

Tenaga Kerja. Salah satu pcranan Departcmcn Tenaga Kerja ini adalah melalui Pamtia 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah yang pada dasarnya bcrurnha 

menegakkan hubungan industrial dimana jika terjadi perselisihan antara buruh dengan 

pcngusaha maka setelah mengalami proses pcrdamaian ) ang tcrtata scdemikian rupa, 

pcrsclisihan yang ada terap juga ridak dapat diselesail-.an maka dalam hal ini 

diburuhkan keberadaan dan peranan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

Daerah (P-4 D) Kota Medan. 

Efektivitas keberadaan P-4 D Kola Medan dalam perwujudannya di tengah

tengah kaum buruh kurang berperan. Hal ini dapal dilihat bahwa putusan yang 
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